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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinasi kepercayaan publik 
terhadap pemerintah desa dalam mendorong partisipasi politik 
masyarakat di wilayah Cianjur Selatan. Transformasi tata kelola desa 
pascareformasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
menempatkan desa sebagai arena strategis demokrasi lokal, namun 
tantangan transparansi dan rendahnya partisipasi substantif masih 
menjadi kendala di wilayah perdesaan semi-perifer. Metode penelitian 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research 
melalui analisis Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-
PLS) terhadap 170 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
transparansi pemerintah desa memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepercayaan publik (H1) serta partisipasi politik masyarakat 
(H2). Kepercayaan publik juga ditemukan berpengaruh signifikan 
terhadap peningkatan partisipasi politik warga (H3). Selain itu, 
kepercayaan publik terbukti berperan sebagai variabel mediasi yang 
signifikan dalam memperkuat hubungan tidak langsung antara 
transparansi dan partisipasi politik (H4). Temuan ini menegaskan 
bahwa transparansi merupakan fondasi utama untuk membangun 
modal kepercayaan masyarakat, yang mampu mengubah pola 
partisipasi dari yang bersifat transaksional menjadi partisipasi yang 
inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan 
pemerintah desa untuk memperkuat akses informasi dan responsivitas 
guna meningkatkan legitimasi pemerintahan di tingkat lokal. 
Kata Kunci: Transparansi, Kepercayaan Publik, Partisipasi Politik, 

Pemerintahan Desa. 

ABSTRACT 
This study aims to examine the determinants of public trust in village 
government in encouraging community political participation in the South 
Cianjur region. The transformation of village governance after the reform era 
through Law Number 6 of 2014 has positioned villages as strategic arenas of 
local democracy; however, challenges related to transparency and low 
substantive participation remain significant issues in semi-peripheral rural 
areas.The research employed a quantitative approach using an explanatory 
research design through Structural Equation Modeling–Partial Least Squares 
(SEM-PLS) analysis involving 170 respondents. The results indicate that 
village government transparency has a positive and significant effect on public 
trust (H1) as well as on community political participation (H2). Public trust 
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was also found to significantly influence the enhancement of citizens’ political 
participation (H3). Furthermore, public trust acts as a significant mediating 
variable that strengthens the indirect relationship between transparency and 
political participation (H4).These findings confirm that transparency 
constitutes a fundamental foundation for building social trust capital, capable 
of transforming participation patterns from transactional engagement into 
inclusive and sustainable participation. This study recommends that village 
governments strengthen information accessibility and institutional 
responsiveness to enhance governmental legitimacy at the local level. 
Keywords: Transparency, Public Trust, Political Participation, Village 

Governance. 

 
PENDAHULUAN  

 Transformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia pascareformasi ditandai oleh 

pergeseran paradigma dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi pemerintahan. Perubahan 

tersebut diwujudkan melalui berbagai regulasi otonomi daerah, mulai dari Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, yang bertujuan memperkuat kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan 

(Undang, 2024). Puncak desentralisasi pada level pemerintahan terbawah ditandai dengan 

lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan legitimasi 

konstitusional bagi desa sebagai entitas pemerintahan otonom (Puji & Rohmah, 2021; Wisnaeni  

et al.,2023).  Melalui regulasi ini, desa tidak lagi diposisikan sebagai unit administratif semata, 

tetapi sebagai arena strategis demokrasi lokal yang menempatkan masyarakat sebagai aktor 

utama dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan politik(Stiadi, 2021). 

Dalam perspektif governance modern, keberhasilan pemerintahan desa tidak hanya diukur 

dari pembangunan fisik, tetapi juga kualitas relasi antara pemerintah desa dan masyarakat. 

Kinerja pemerintahan desa dipengaruhi oleh produktivitas, responsivitas, responsibilitas, serta 

akuntabilitas aparatur desa dalam merespons aspirasi warga (Sofianto et al., 2024). Dimensi 

tersebut membentuk kepercayaan publik (public trust) yang menjadi modal institusional bagi 

legitimasi pemerintahan. Tingkat kepercayaan yang tinggi mendorong masyarakat berpartisipasi 

dalam musyawarah desa, pengawasan kebijakan, serta aktivitas politik lokal (Patmisari et al., 

2020). Sebaliknya, lemahnya transparansi dan akuntabilitas berpotensi menimbulkan 

ketidakpercayaan dan apatisme politik masyarakat (Hasanah & Yanto, 2021). 

Fenomena ini menjadi penting dalam konteks implementasi dana desa sejak 2015. 

Peningkatan alokasi anggaran desa mendorong pembangunan sekaligus memunculkan 

tantangan tata kelola, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 

(Zulfa et al., 2022). Berbagai penelitian menunjukkan masih lemahnya koordinasi antaraktor, 

rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan akses informasi publik yang berdampak 

pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa (As’ad et al., 2023; Waspada 
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et al.,2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya fiskal desa tidak otomatis 

meningkatkan kualitas demokrasi lokal tanpa adanya kepercayaan publik yang kuat. 

Partisipasi politik masyarakat desa sendiri merupakan elemen penting demokrasi lokal. 

Partisipasi mencakup keterlibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga 

pengawasan pembangunan desa (Mahmudah & Imelda, 2021).  Namun dalam praktiknya, forum 

formal seperti Musrenbangdes sering kali bersifat representatif-elitis dan belum sepenuhnya 

mencerminkan partisipasi substantif masyarakat luas (Hasanah & Yanto, 2021).  Partisipasi yang 

terbatas ini dipengaruhi oleh rendahnya akses informasi, tingkat pendidikan politik masyarakat, 

serta dominasi relasi patronase dalam politik lokal (Nastain & Nugroho, 2021). 

Kondisi tersebut relevan dengan wilayah Cianjur Selatan sebagai kawasan perdesaan 

semi-perifer dengan karakteristik agraris, keterbatasan akses informasi, serta kapasitas sumber 

daya manusia yang relatif rendah. Ketergantungan desa terhadap dana pemerintah dan 

rendahnya Pendapatan Asli Desa turut memengaruhi pola relasi antara pemerintah desa dan 

masyarakat (Sofianto et al., 2024). Dalam konteks ini, kepercayaan publik sering kali terbentuk 

melalui hubungan patron-klien yang bersifat transaksional, bukan berbasis kinerja institusional, 

sehingga partisipasi politik yang muncul cenderung tidak substantif (Nastain & Nugroho, 2021). 

Meskipun penelitian mengenai partisipasi masyarakat desa telah berkembang, sebagian 

besar studi masih berfokus pada implementasi kebijakan atau pengelolaan dana desa dengan 

pendekatan kualitatif deskriptif (Manatar et al., 2021; Rorong et al.,2021).  Penelitian yang 

menguji secara kuantitatif hubungan kausal antara kepercayaan publik dan partisipasi politik 

masyarakat desa masih terbatas. Selain itu, kajian empiris pada wilayah perdesaan semi-perifer 

seperti Cianjur Selatan relatif jarang dilakukan, sehingga terdapat kesenjangan empiris dan 

metodologis dalam literatur. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui penggunaan 

pendekatan kuantitatif dengan unit analisis masyarakat untuk menguji determinasi kepercayaan 

public yang dioperasionalisasikan melalui transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas 

terhadap partisipasi politik masyarakat desa. Penelitian ini diharapkan berkontribusi secara 

teoritis dalam pengembangan kajian demokrasi lokal dan governance desa, sekaligus memberikan 

rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dalam memperkuat kepercayaan publik guna 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

Teori Governance dan Demokrasi Lokal 

Konsep governance modern menandai pergeseran fundamental peran pemerintah dari 

aktor dominan menjadi fasilitator yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam 

proses pengambilan keputusan publik (Zulfa et al., 2022). Dalam perspektif ini, pemerintah tidak 

lagi menjadi satu-satunya aktor yang menentukan arah kebijakan, melainkan berkolaborasi 
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dengan masyarakat dan sektor swasta. Institusi governance dituntut untuk efisien, efektif, 

responsif terhadap kebutuhan rakyat, serta bersifat fasilitatif daripada kontrolatif (Arisaputra, 

2013). Prinsip-prinsip good governance yang dikemukakan oleh UNDP mencakup partisipasi, 

transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas sebagai fondasi penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (Panujiningsih, 2019). 

Partisipasi Politik 

Partisipasi politik merupakan keterlibatan warga dalam proses politik untuk 

memengaruhi keputusan publik (Patmisari et al., 2020). Secara konseptual, partisipasi politik 

didefinisikan sebagai kegiatan pribadi warga negara yang legal, dengan tujuan untuk 

memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah (Khairiyah et al., 2022). 

Partisipasi tidak hanya terbatas pada pemilihan kepala desa, tetapi juga meliputi keikutsertaan 

dalam musyawarah desa, pengawasan kebijakan, penyampaian aspirasi, serta keterlibatan dalam 

pelaksanaan pembangunan (Tresiana & Duadji, 2016). Esensi partisipasi politik adalah interaksi 

politik warga terhadap sistem politik yang berkembang, di mana sistem politik demokrasi harus 

mengoptimalkan kuantitas dan intensitas partisipasi semua elemen masyarakat (Junaenah, 2014).  

Partisipasi sebagai Indikator Kualitas Demokrasi Lokal. Partisipasi politik menjadi salah satu 

tolok ukur sistem politik yang dibangun oleh negara. Demokrasi terwujud ketika warga 

negaranya berpartisipasi dan ketika partisipasi tidak terbatas pada sekelompok warga yang 

memiliki bermacam-macam kemampuan (Patmisari et al., 2020). Indikator utama partisipasi 

politik dalam penelitian ini meliputi(Safa’at et al.,2024) : (1) Pemilihan pemimpin dan 

pengambilan kebijakan. (2) Tingkat kehadiran pemilih di tempat pemilihan. (3) Hak masyarakat 

untuk menyampaikan pendapat, mempertimbangkan pendapat, dan memperoleh penjelasan 

atas pendapat yang diberikan. (4) Partisipasi sebagai media deliberasi, di mana masyarakat 

memiliki ruang untuk berdialog dan didengarkan.  

Kepercayaan Publik (Public Trust) 

Kepercayaan publik merupakan elemen fundamental dalam legitimasi pemerintahan, 

yang terbentuk melalui pengalaman masyarakat terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam 

dimensi transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas (Husni et al.,2023). Transparansi dibangun 

atas dasar keterbukaan informasi yang berlaku untuk kepentingan publik, dengan tujuan 

membangun kepercayaan mutual antara pemerintah dan masyarakat(Setyorini et al.,2021).Lebih 

lanjut, transparansi keuangan terbukti secara positif memengaruhi kepercayaan warga terhadap 

pemerintah daerah (Krah & Mertens, 2023). Prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good 

governance), termasuk transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, merupakan syarat mutlak 

bagi penyelenggaraan pemerintahan yang legitimate. Aparatur pemerintah dipandang sebagai 

pengelola amanah publik yang mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi 

(Setyorini et al., 2021). Teori ini menegaskan bahwa ketika pengelola (steward) berperilaku sesuai 

dengan kepentingan umum, kepercayaan publik meningkat dan mendorong perilaku kooperatif 
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masyarakat. Dalam penelitian ini kepercayaan publik dibentuk oleh beberapa indikator utama, 

yaitu (Dmitrieva et al.,2021) : (1) Kompetensi dan kinerja institusi. (2) Transparansi serta 

akuntabilitas, (3) Kualitas layanan public. (4) Keadilan procedural. (5) Partisipasi publik dan 

responsivitas pemerintah. (6) Efektivitas pemberantasan korupsi.  

Transparansi Pemerintah Desa  

 Transparansi pemerintah desa merupakan salah satu prinsip fundamental dalam tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance). Secara definitif, transparansi diartikan sebagai 

adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, di mana terdapat jaminan akses atau kebebasan bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni 

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang 

dicapai (Astuti & Yulianto, 2016). Dalam konteks keuangan desa, Permendagri No. 113 Tahun 

2014 menegaskan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, karena 

keterbukaan tersebut menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi atas 

penyelenggaraan pemerintah, termasuk informasi atas kebijakan dan pengelolaan keuangan 

desa (Arindhawati & Utami, 2020). Transparansi juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan 

masyarakat terhadap tindakan korupsi atau manipulasi pertanggungjawaban anggaran, 

sehingga pemerintahan desa yang tidak transparan berpotensi menimbulkan kecurigaan dan 

ketidakpercayaan masyarakat (Hasanah & Yanto, 2021). Indikator transparansi pemerintah desa 

dalam penelitian ini meliputi (Karlina & Engkus, 2021;Burhanuddin et al.,2023) :  (1) kemudahan 

dalam mengakses informasi; (2) mekanisme dalam penyampaian pendapat; (3) pemberian 

kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan kritik dan tanggapan; (4) ketersediaan dan 

aksesibilitas dokumen; (5) kejelasan dan kelengkapan informasi; (6) transparansi proses; (7) 

kerangka regulasi yang menjamin keterbukaan. 

Pengembangan Hipotesis  

 Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada perspektif governance dan 

demokrasi lokal yang menempatkan kepercayaan publik sebagai faktor institusional yang 

memengaruhi perilaku politik masyarakat desa. Hipotesis dirumuskan untuk menguji hubungan 

antarvariabel penelitian (Setiadi et al.,2025) serta menjelaskan bagaimana tata kelola 

pemerintahan desa seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas mempengaruhi 

partisipasi politik masyarakat secara empiris sesuai dengan konteks sosial-politik wilayah 

penelitian. 

H1 : Transparansi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik 

H2 : Transparansi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap partisipasi politik 

H3 : Kepercayaan public berpengaruh positif terhadap partisipasi politik 

H4 : Transparansi pemerintah desa berpengaruh positif secara tidak langsung  terhadap  

  partisipasi politik yang di mediasi oleh kepercayaan publik. 
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Kerangka penelitian disajikan secara visual untuk menunjukkan hubungan antarvariabel 

berdasarkan teori dan temuan terdahulu. Visualisasi ini membantu menjelaskan arah keterkaitan 

variabel secara logis, sistematis, dan terstruktur sesuai tujuan penelitian (Setiadi et al.,2025). 

 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Kerangka Penelitian 

METODE PENELITIAN  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research 

untuk menguji hubungan kausal antarvariabel secara empiris melalui analisis statistic (Setiadi & 

Ginanjar, 2024). Pendekatan ini dipilih untuk mengukur pengaruh transparansi pemerintah desa 

terhadap partisipasi politik masyarakat dengan kepercayaan publik sebagai variabel mediasi, 

berdasarkan perspektif governance dan demokrasi lokal. Unit analisis penelitian adalah 

masyarakat desa, yaitu warga yang memiliki pengalaman berinteraksi dengan pemerintahan 

desa dan terlibat dalam aktivitas sosial-politik. Penelitian dilaksanakan di wilayah Cianjur 

Selatan, yang memiliki karakteristik perdesaan semi-perifer dengan dinamika tata kelola desa 

dan partisipasi politik yang beragam. Populasi penelitian meliputi masyarakat desa berusia 

minimal 17 tahun atau telah menikah, berdomisili tetap, serta pernah atau berpotensi terlibat 

dalam kegiatan pemerintahan desa seperti Musrenbangdes atau pemilihan kepala desa. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan metode simple random sampling.  

Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Hair et al. (2019), yaitu 5–10 kali jumlah 

indikator penelitian (Hubona et al.,2021). Dengan total 17 indikator (7 transparansi, 6 

kepercayaan publik, dan 4 partisipasi politik) di kalikan 10 maka jumlah sampel minimum adalah 

170 responden, yang dinilai memadai untuk analisis model struktural.  Data penelitian berupa 

data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin, 

dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Instrumen penelitian disusun berdasarkan 

indikator teoritis masing-masing variabel, meliputi transparansi pemerintah desa, kepercayaan 

publik, dan partisipasi politik masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan Structural 

Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) karena mampu menguji hubungan simultan 

dan model mediasi pada data persepsi. Tahapan analisis mencakup uji validitas konvergen 

(loading factor >0,70; AVE >0,50), uji reliabilitas (Cronbach Alpha dan Composite Reliability >0,70), 

uji validitas diskriminan, serta pengujian model struktural melalui nilai R², Q², dan koefisien 

jalur. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan nilai t-statistic (>1,96) dan p-value (<0,05) 

(Maulana et al.,2025).  

 

H4 

H3 

H2 

H1 

Transparansi 

pemerintah desa (X) 
 Kepercayaan publik 

(Z) 
Partisipasi politik (Y) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Penelitian menggunakan SEM-PLS untuk menganalisis 17 variabel manifest dan 3 

variabel laten melalui evaluasi model pengukuran dan struktural. Validitas diuji dengan outer 

loading ≥0,70 dan AVE ≥0,50, sedangkan reliabilitas menggunakan Composite Reliability dan 

Cronbach’s Alpha ≥0,70. Metode ini dipilih karena fleksibel dan sesuai sampel moderat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. PLS Algoritma 

Sumber: diolah SMART PLS3 (2026) 
 

Berdasarkan gambar 2. Nilai loading factor seluruh indikator berada pada rentang 0,731–

0,892 dan telah memenuhi kriteria validitas konvergen (>0,70). Indikator transparansi, 

kepercayaan publik, dan partisipasi politik mampu merefleksikan konstruk masing-masing 

secara kuat tanpa eliminasi indikator. Variabel partisipasi politik menunjukkan kontribusi paling 

konsisten, sementara transparansi dan kepercayaan publik juga terbukti valid sebagai 

pembentuk utama model pengukuran, sehingga model layak dilanjutkan ke analisis struktural. 

Tabel 1. AVE dan CA, CR 

Variabel Average Variance 
Extracted (AVE) 

Cronbach's 
Alpha 

Composite 
Reliability 

Transparansi pemerintah desa  (X) 0,677 0,920 0,936 

Kepercayaan publik  (Z) 0,671 0,902 0,925 

Partisipasi politik  (Y) 0,731 0,877 0,916 

Sumber: diolah SMART PLS3 (2026) 
 

 Nilai AVE seluruh variabel (>0,50) menunjukkan validitas konvergen yang baik. 

Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability (>0,70) menandakan reliabilitas tinggi. Transparansi 

pemerintah desa, kepercayaan publik, dan partisipasi politik memiliki konsistensi internal kuat, 

sehingga konstruk layak digunakan untuk analisis struktural dan pengujian hubungan 

antarvariabel dalam model penelitian. 
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Tabel 2. Cross Loading Factor 

Indikator 
Kepercayaan Publik 

(Z) 
Partisipasi Politik 

(Y) 
Transparansi Pemerintah 

Desa (X) 

X1.1 0,861 0,868 0,892 

X1.2 0,822 0,771 0,862 

X1.3 0,702 0,673 0,731 

X1.4 0,726 0,701 0,767 

X1.5 0,792 0,783 0,827 

X1.6 0,794 0,767 0,832 

X1.7 0,806 0,793 0,836 

Y.1 0,789 0,839 0,783 

Y.2 0,799 0,870 0,805 

Y.3 0,762 0,825 0,760 

Y.4 0,801 0,884 0,839 

Z.1 0,815 0,737 0,757 

Z.2 0,793 0,702 0,741 

Z.3 0,785 0,704 0,754 

Z.4 0,852 0,777 0,835 

Z.5 0,845 0,826 0,829 

Z.6 0,823 0,775 0,786 

                      Sumber: diolah SMART PLS3 (2026) 
 

 Berdasarkan tabel 2. Hasil cross loading menunjukkan seluruh indikator memiliki nilai 

loading tertinggi pada konstruknya masing-masing dibandingkan konstruk lain. Hal ini 

mengindikasikan discriminant validity telah terpenuhi, sehingga setiap variabel laten mampu 

menjelaskan indikatornya secara lebih kuat. Model pengukuran dinilai memadai dan layak 

dilanjutkan ke pengujian model struktural. 

Tabel 3. Hasil R Square 

Variabel R Square 

Kepercayaan publik  (Z) 0,917 

Partisipasi politik  (Y) 0,880 

                                                     Sumber: diolah SMART PLS3 (2026) 

Berdasarkan tabel 3. Nilai R² menunjukkan kemampuan model menjelaskan variabel 

endogen. Kepercayaan (0,917) berarti 91,7% varians dijelaskan oleh variabel Structura, 

menunjukkan kekuatan model sangat tinggi. Partisipasi politik (0,880) juga tergolong kuat, 

dengan 88% varians dapat dijelaskan, sehingga model Structural memiliki daya prediksi yang 

sangat baik. 

Predictive Relevance 

Dalam pendekatan PLS-SEM, nilai Q² berfungsi untuk menilai kemampuan model dalam 

memprediksi data empiris. Model dianggap memiliki validitas prediktif apabila Q² bernilai 

positif. Nilai di atas 0,25 menunjukkan prediksi moderat, sedangkan nilai melebihi 0,50 

menandakan kemampuan prediksi kuat dan relevansi substantif model (Setiadi et al., 2025b). 
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Tabel 4. Q-square 

 Variabel SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

Kepercayaan publik  (Z) 1020,000 397,799 0,610 

Partisipasi politik  (Y) 680,000 247,532 0,636 

                  Sumber: diolah SMART PLS3 (2026) 

Berdasarkan tabel 4. Nilai Q² menunjukkan kemampuan prediktif model tergolong kuat. 

Kepercayaan publik memiliki Q² sebesar 0,610 dan partisipasi politik sebesar 0,636, keduanya 

melebihi batas 0,50. Hal ini menandakan model memiliki relevansi prediktif tinggi serta mampu 

menjelaskan dan memprediksi data observasi secara empiris dengan baik. 

Tahap berikutnya adalah pengujian model struktural (inner model) untuk menganalisis 

hubungan antarvariabel laten. Evaluasi ini bertujuan menilai arah dan kekuatan pengaruh 

melalui koefisien jalur. Signifikansi hubungan diuji menggunakan prosedur bootstrapping guna 

memastikan apakah pengaruh yang dihasilkan signifikan secara statistic (Setiadi et al., 2025). 

Tabel 4. Uji Signifikan Jalur (Path) 

  
Original 

Sample (O) 
T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P 

Values 
Keterangan 

Transparansi pemerintah desa  (X) -> 
Kepercayaan publik  (Z) 

0,958 163,715 0,000 Berpengaruh 

Transparansi pemerintah desa  (X) -> 
Partisipasi politik  (Y) 

0,607 6,992 0,000 Berpengaruh 

Kepercayaan publik  (Z) -> Partisipasi politik  
(Y) 

0,340 3,760 0,000 Berpengaruh 

Transparansi pemerintah desa  (X) -> 
Kepercayaan publik  (Z) -> Partisipasi politik  
(Y) 

0,326 3,743 0,000 Berpengaruh 

Sumber: diolah SMART PLS3 (2026) 

Berdasarkan tabel 4. Hasil pengujian hipotesis model struktural (inner model) berdasarkan 
nilai koefisien jalur, T-statistics, dan P-values sebagai berikut : 

1. H1: Transparansi Pemerintah Desa (X) → Kepercayaan Publik (Z). Nilai koefisien jalur 
sebesar 0,958 menunjukkan pengaruh positif sangat kuat. Nilai T-statistics 163,715 (>1,96) 
dan P-value 0,000 (<0,05) menandakan hubungan signifikan. Artinya, semakin tinggi 
transparansi pemerintah desa, maka kepercayaan publik meningkat secara signifikan. 
Hipotesis diterima. 

2. H2: Transparansi Pemerintah Desa (X) → Partisipasi Politik (Y). Koefisien jalur sebesar 
0,607 menunjukkan pengaruh positif kuat. Nilai T-statistics 6,992 dan P-value 0,000 
mengindikasikan signifikansi statistik. Hal ini berarti transparansi pemerintah desa 
mampu secara langsung meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hipotesis 
diterima. 

3. H3: Kepercayaan Publik (Z) → Partisipasi Politik (Y). Koefisien jalur sebesar 0,340 
menunjukkan pengaruh positif dengan kekuatan moderat. Nilai T-statistics 3,760 (>1,96) 
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dan P-value 0,000 menunjukkan hubungan signifikan. Dengan demikian, meningkatnya 
kepercayaan publik mendorong partisipasi politik masyarakat. Hipotesis diterima. 

4. H4: Transparansi Pemerintah Desa (X) → Kepercayaan Publik (Z) → Partisipasi Politik 
(Y) (Efek Mediasi). Nilai pengaruh tidak langsung sebesar 0,326 dengan T-statistics 3,743 
dan P-value 0,000 menunjukkan efek mediasi signifikan. Ini berarti transparansi 
pemerintah desa meningkatkan partisipasi politik melalui peningkatan kepercayaan 
publik. Kepercayaan publik berperan sebagai mediator signifikan (partial mediation). 

Seluruh hipotesis penelitian terbukti signifikan. Transparansi pemerintah desa menjadi 
faktor utama yang secara langsung maupun tidak langsung memperkuat partisipasi politik 
melalui peningkatan kepercayaan publik masyarakat. 

Pembahasan  

Transformasi tata kelola desa pascareformasi, khususnya melalui Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014, telah menempatkan desa sebagai arena strategis bagi demokrasi lokal yang 
menempatkan masyarakat sebagai aktor utama. Dalam konteks ini, keberhasilan pemerintahan 
desa tidak lagi hanya diukur dari pembangunan fisik, melainkan dari kualitas relasi dan 
kepercayaan publik (public trust) yang menjadi modal institusional bagi legitimasi 
pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian ini, transparansi pemerintah desa terbukti 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik (H1). Temuan ini sejalan 
dengan penelitian Setyorini et al. (2021) yang menegaskan bahwa transparansi merupakan 
fondasi utama untuk membangun kepercayaan mutual antara pemerintah dan masyarakat . 
Selain itu, Krah & Mertens (2023) mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa transparansi 
keuangan secara spesifik meningkatkan keinginan warga untuk bekerja sama dengan 
pemerintah daerah. Tanpa keterbukaan informasi, masyarakat cenderung memiliki kecurigaan 
terhadap pengelolaan anggaran, yang berpotensi menurunkan kepercayaan mereka terhadap 
aparatur desa. Selanjutnya, transparansi secara langsung mendorong partisipasi politik 
masyarakat (H2). Kemudahan akses informasi dan adanya ruang bagi masyarakat untuk 
menyampaikan pendapat memungkinkan warga terlibat lebih jauh dalam perencanaan serta 
evaluasi pembangunan. Namun, tantangan besar sering muncul dalam forum formal seperti 
Musrenbangdes yang, menurut Hasanah & Yanto (2021), sering kali masih bersifat representatif-
elitis dan belum mencerminkan partisipasi substantif masyarakat luas. Hal ini diperkuat oleh 
pendapat Burhanuddin et al. (2023) mengenai pentingnya mekanisme penyampaian pendapat 
yang jelas untuk menjamin efektivitas tata kelola desa. 

Kepercayaan publik juga ditemukan memiliki determinasi kuat terhadap partisipasi 
politik (H3). Tingkat kepercayaan yang tinggi mendorong warga untuk aktif dalam pengawasan 
kebijakan dan aktivitas politik lokal. Patmisari et al. (2020) menyatakan bahwa partisipasi 
merupakan tolok ukur kualitas demokrasi lokal yang terwujud ketika masyarakat merasa 
didengarkan dan memiliki ruang deliberasi yang aman. Sebaliknya, rendahnya akuntabilitas dan 
responsivitas aparatur desa dapat memicu apatisme politik. Terakhir, penelitian ini 
membuktikan bahwa kepercayaan publik berperan sebagai mediator signifikan antara 
transparansi dan partisipasi politik (H4). Di wilayah seperti Cianjur Selatan yang memiliki 
karakteristik agraris dan keterbatasan informasi, partisipasi sering kali bersifat transaksional 
akibat relasi patron-klien. Oleh karena itu, penguatan kepercayaan publik melalui kinerja 
institusional yang transparan dan responsif menjadi kunci utama untuk mengubah partisipasi 
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yang bersifat simbolis menjadi partisipasi politik yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sesuai 
dengan prinsip good governance yang diusung oleh UNDP, di mana transparansi dan 
responsivitas menjadi prasyarat mutlak penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

KESIMPULAN  

 Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengubah paradigma desa 
menjadi arena strategis demokrasi lokal yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama. 
Berdasarkan kajian pada masyarakat perdesaan, keberhasilan tata kelola pemerintahan saat ini 
tidak lagi hanya diukur dari kemajuan pembangunan fisik, melainkan dari kualitas relasi dan 
kepercayaan publik yang dibangun antara pemerintah desa dan warganya.Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa transparansi merupakan fondasi utama dalam memperkuat kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah desa. Keterbukaan informasi mengenai kebijakan serta 
pengelolaan anggaran mampu menghilangkan kecurigaan dan membangun rasa saling percaya 
antara warga dan aparatur desa. Ketika akses informasi tersedia dengan jelas dan mudah 
dijangkau, masyarakat merasa lebih yakin bahwa pengelola desa bekerja demi kepentingan 
umum, bukan kepentingan pribadi.Lebih lanjut, kepercayaan publik menjadi penggerak penting 
bagi partisipasi politik masyarakat. Warga yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap 
integritas pemerintahnya cenderung lebih antusias untuk terlibat dalam forum musyawarah, 
pengawasan kebijakan, hingga penyampaian aspirasi secara aktif,. Sebaliknya, minimnya 
keterbukaan dan rendahnya akuntabilitas berpotensi memicu sikap tidak peduli atau apatisme 
yang menghambat kualitas demokrasi di tingkat lokal.  Transparansi memiliki peran ganda, yaitu 
meningkatkan kepercayaan sekaligus mendorong keterlibatan aktif warga. Kepercayaan publik 
berfungsi sebagai jembatan yang mengubah keterbukaan informasi menjadi aksi nyata dalam 
pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat layanan yang terbuka dan 
tanggap terhadap kebutuhan warga guna menciptakan partisipasi yang inklusif dan 
berkelanjutan, sekaligus menggeser pola hubungan yang selama ini cenderung bersifat 
transaksional.  
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